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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanah me~rupakan salah satu ke~butuhan dasar manusi~a yang me~mi~li~ki~ ni~lai~ 

vi~tal dalam ke~hi~dupan be~rmasyarakat, be~rbangsa, dan be~rne~gara. Tanah ti~dak 

hanya di ~pandang se~bagai~ sarana te~mpat ti~nggal atau produksi ~ e~konomi~, te~tapi~ 

juga me~mi~li~ki~ makna sosi~al, poli~ti~k, dan budaya yang sangat pe~nti~ng. Bagi~ 

masyarakat I~ndone~si~a yang mayori ~tas masi ~h hi~dup dari ~ se~ktor agrari ~s, tanah 

di~posi~si~kan se~bagai ~ sumbe~r pe~nghi ~dupan utama, pe~nopang e~konomi~ ke~luarga, 

dan ase~t yang di~wari~skan se~cara turun-te~murun. Ole~h kare~na i~tu, pe~nguasaan dan 

pe~mi~li~kan tanah ti~dak pe~rnah le~pas dari ~ pe~rhati ~an ne~gara maupun masyarakat. 

Ne~gara I~ndone~si~a me~lalui~ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 te~ntang 

Pe~raturan Dasar Pokok-Pokok Agrari ~a (UUPA) te~lah me~ne~gaskan pri ~nsi~p bahwa 

se~luruh bumi~, ai~r, dan ke~kayaan alam yang te~rkandung di ~ dalamnya di~kuasai~ ole~h 

ne~gara dan di ~pe~rgunakan se~be~sar-be~sarnya untuk ke~makmuran rakyat. UUPA 

me~ne~mpatkan tanah se~bagai ~ salah satu sumbe~r daya strate~gi ~s yang harus di~ke~lola 

se~cara adi ~l, de~ngan me~njami~n adanya ke~pasti~an hukum bagi ~ se~ti~ap subje~k hukum 

yang me~nguasai~nya. Dalam ke~rangka te~rse~but, salah satu be~ntuk hak atas tanah 

yang pali~ng pe~nti~ng adalah Hak Mi~li~k, yang ole~h UUPA di~se~but se~bagai~ hak yang 

te~rkuat, te~rpe~nuh, dan dapat di~wari ~skan ke~pada ge~ne~rasi~ be~ri ~kutnya. 

Sertifikat hak milik atas tanah memiliki kedudukan yang sangat penting 

karena berfungsi sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis 
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yang tercantum di dalamnya. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 32 ayat (1), 

yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat sepanjang data 

yang tercantum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan demikian, secara 

normatif sertifikat diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian dan 

perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. 

Menurut Urip Santoso, sertifikat hak atas tanah memang merupakan alat 

bukti yang kuat, tetapi tidak bersifat mutlak karena masih dapat dibantah apabila 

terdapat bukti lain yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau cacat hukum 

dalam penerbitannya.1 Hal ini sejalan dengan pendapat Adrian Sutedi yang 

menyatakan bahwa kekuatan pembuktian sertifikat sangat bergantung pada 

kebenaran data fisik dan yuridis yang tercantum di dalamnya, sehingga apabila 

terdapat kesalahan, maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan melalui putusan 

pengadilan.2 

Permasalahan ketidaksesuaian data fisik dengan sertifikat umumnya 

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kesalahan pengukuran, kelemahan 

administrasi pertanahan, serta tidak optimalnya penerapan asas contradictoire 

delimitatie dalam proses penetapan batas tanah. Boedi Harsono menegaskan 

bahwa ketelitian dalam pengukuran dan pencatatan data fisik merupakan syarat 

utama dalam menjamin keabsahan sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah.3 

                                                      
1 Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 327. 
2 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 45. 
3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Universitas Trisakti, 2021), hlm. 502. 
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Lebih lanjut, sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut sistem 

publikasi negatif yang mengandung unsur positif juga menjadi salah satu faktor 

yang menyebabkan sertifikat tidak memiliki kekuatan mutlak. Dalam sistem ini, 

negara tidak menjamin sepenuhnya kebenaran data yang tercantum dalam 

sertifikat, sehingga masih dimungkinkan adanya gugatan dari pihak lain yang 

merasa dirugikan.4 

Perkara dalam Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Sby bermula dari 

adanya kepemilikan hak atas tanah oleh Penggugat, yaitu Indarto Widjaya, yang 

diperoleh melalui suatu perbuatan hukum jual beli pada tanggal 14 Mei 2001. 

Tanah tersebut dibeli dari Darmoedji berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 

06/RM/V/Lakarsantri/2001 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Atas dasar peralihan hak tersebut, kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik 

Nomor 1802/Kelurahan Lontar atas nama Penggugat, dengan luas kurang lebih 

1.559 m² yang terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri, Kota 

Surabaya. Secara yuridis, sertifikat tersebut berasal dari Petok Nomor 9281 Persil 

166 D II atas nama Darmoedji, sehingga menunjukkan bahwa objek tanah yang 

dimiliki Penggugat secara administratif berada pada Persil 166 D II . 

Di sisi lain, pihak Tergugat yang terdiri dari PT Apta Citra Surya dan PT 

Ciputra Development Tbk memperoleh tanah yang mereka kuasai melalui 

mekanisme pelepasan hak dengan ganti rugi pada tanggal 8 Agustus 2019 dari 

Warsito Edi Prayitno. Tanah tersebut memiliki dasar riwayat dari Buku C 

Kelurahan Lontar dan terletak pada Persil 115 D II dengan luas kurang lebih 

                                                      
4 Sahnan, Hukum Agraria Indonesia (Edisi Revisi) (Malang: Setara Press, 2022), hlm. 201. 
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2.530 m². Dengan demikian, secara yuridis terdapat perbedaan asal-usul tanah 

antara Penggugat dan Tergugat, di mana masing-masing memiliki dasar 

kepemilikan yang berbeda baik dari segi riwayat maupun lokasi persilnya . 

Permasalahan mulai muncul pada tahun 2020 ketika Penggugat berencana 

untuk memanfaatkan tanah miliknya untuk pembangunan. Dalam rangka 

memastikan status hukum tanah tersebut, Penggugat melakukan pengecekan 

sertifikat ke Kantor Pertanahan Surabaya I, yang hasilnya menunjukkan bahwa 

tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, tidak diblokir, tidak disita, serta 

tidak sedang dijaminkan. Selanjutnya, Penggugat memasang tanda kepemilikan 

berupa plang pada lokasi tanah guna menegaskan penguasaannya atas objek 

tersebut . 

Namun, pada bulan Desember 2021, Tergugat I mengirimkan surat kepada 

Penggugat yang pada pokoknya mengklaim bahwa tanah yang ditunjuk oleh 

Penggugat merupakan milik pihak Tergugat. Menanggapi hal tersebut, Penggugat 

telah berupaya memberikan klarifikasi disertai bukti kepemilikan serta melakukan 

komunikasi secara persuasif melalui beberapa kali surat menyurat, namun tidak 

mendapatkan tanggapan yang memadai. Selanjutnya, pada tanggal 7 Oktober 

2022, Tergugat II turut mengirimkan surat tanggapan kepada Penggugat yang 

pada intinya memperkuat posisi Tergugat terkait kepemilikan tanah tersebut . 

Konflik semakin memuncak ketika pada tahun 2022 pihak Tergugat secara 

nyata telah menguasai objek tanah yang disengketakan, bahkan memasukkannya 

ke dalam kawasan komersial yang dikenal dengan proyek “One Arcade”. Dalam 
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proses tersebut, Tergugat melakukan tindakan pemagaran serta pengurukan tanah 

tanpa persetujuan Penggugat, yang mengakibatkan perubahan kondisi fisik tanah 

dan menghambat rencana pemanfaatan oleh Penggugat. Tindakan tersebut oleh 

Penggugat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan 

kerugian baik secara materiil maupun immateriil . 

Inti dari sengketa ini terletak pada adanya ketidaksesuaian antara data 

yuridis yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik milik Penggugat dengan 

kondisi fisik objek tanah di lapangan. Secara yuridis, tanah milik Penggugat 

berasal dari Persil 166 D II, namun dalam praktiknya lokasi tanah yang ditunjuk 

dan dikuasai oleh Penggugat berada pada Persil 115 D II, yang justru merupakan 

tanah milik pihak Tergugat. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesalahan dalam 

penunjukan lokasi atau ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis, yang 

kemudian menjadi pokok sengketa antara para pihak 

Masalah ke~ti~dakse~suai~an antara se ~rti~fi~kat tanah de~ngan data fi ~si~k 

lapangan juga me ~mpe~rli~hatkan adanya ke~le~mahan dalam pe~ne~rapan asas-asas 

hukum pe~rtanahan. Asas ke~pasti~an hukum dan pe~rli~ndungan hukum se~harusnya 

me~njami~n pe~me~gang se~rti~fi~kat agar ti~dak lagi ~ be~rhadapan de~ngan klai ~m pi~hak 

lai~n. Namun, dalam prakti~knya, ke~pasti~an te~rse~but justru te~rganggu ke~ti~ka data 

yang te~rcantum di~ se~rti~fi~kat ti~dak se~suai~ de~ngan ke~adaan yang se~sungguhnya. 

Se~rti~fi~kat yang me ~sti~nya me~njadi~ be~nte~ng pe ~rli~ndungan hukum be~rubah me~njadi~ 

sumbe~r se~ngke~ta baru. Hal i~ni~ je~las be~rte~ntangan de~ngan tujuan pe~ndaftaran tanah 
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se~bagai~mana di~atur dalam Pasal 19 UUPA, yakni~ untuk me~njami~n ke~pasti~an 

hukum bagi ~ pe~me~gang hak.5  

Le~mahnya pe~ne~rapan asas contradi ~ctoi~re~ de~li~mi~tati~e~ dalam prakti~k 

pe~ngukuran tanah me~njadi~ salah satu faktor pe~mi~cu te~rjadi~nya ke~ti~dakse~suai~an 

data. Asas i~ni~ me~nghe~ndaki~ agar dalam se~ti~ap pe~ngukuran, pi~hak-pi~hak yang 

be~rbatasan de~ngan bi ~dang tanah te~rse~but hadi ~r dan me~nye~tujui~ hasi ~l pe~ngukuran. 

Ji~ka asas i ~ni~ di~jalankan se~cara ke~tat, maka ke~mungki ~nan te~rjadi~nya pe~rbe~daan 

batas atau le~tak tanah dapat di~mi~ni~mali~si~r. Akan te~tapi~, dalam banyak kasus, asas 

i~ni~ ti~dak di~jalankan de~ngan be~nar se~hi~ngga me~ni~mbulkan ce~lah hukum yang 

me~rugi ~kan pe~mi~li~k se~rti~fi~kat maupun pi~hak lai~n yang be~rsangkutan.6  

Kasus yang te~rjadi~ di~ Surabaya se~bagai ~mana te~rce~rmi~n dalam Putusan PN 

Surabaya Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Sby me~nunjukkan bahwa me~ski~pun 

pe~me~gang se~rti~fi~kat te~lah me~ngi ~kuti~ prose~dur yang sah untuk me~mpe~role~h hak 

atas tanahnya, se~rti~fi~kat te~rse~but masi~h dapat di ~pe~rsoalkan ke~ti~ka te~rnyata lokasi ~ 

bi~dang tanah ti ~dak se~suai~ de~ngan yang se~harusnya. Kondi ~si~ i~ni~ me~mpe~rli~hatkan 

bahwa se~rti~fi~kat bukanlah alat bukti ~ yang mutlak, me~lai~nkan hanya me~mi~li~ki~ 

ke~kuatan pe~mbukti~an pri~ma faci ~e~. De~ngan kata lai~n, se~rti~fi~kat me~mang me~njadi~ 

alat bukti~ yang kuat, te~tapi~ masi~h dapat di~batalkan apabi ~la te~rbukti~ te~rdapat cacat 

admi~ni~strati~f atau ke~salahan substansi~al di~ dalamnya. 

                                                      
5 Undang-Undang Re ~publi~k I~ndone~si ~a Nomor 5 Tahun 1960 te~ntang Pe~raturan Dasar Pokok-

Pokok Agrari ~a, Le ~mbaran Ne ~gara Tahun 1960 Nomor 104, Pasal 19. 
6 Se~ti~adji~ Putra dan A. Suryono, “Ke ~pasti~an Hukum Se~rti ~fi~kat Hak Atas Tanah yang Ti~dak 

Te ~rpe~nuhi~nya Asas Contradi~ctoi~re ~ De~li~mi ~tati~e~,” Syari ~ah: Jurnal I ~lmu Hukum 4, no. 2 (2021): 

112–113. 
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Fe~nome~na te~rse~but ti~dak hanya te~rjadi~ di~ Surabaya, te~tapi~ juga di ~ be~rbagai~ 

wi~layah I~ndone~si~a. Pe~rmasalahan yang muncul dalam pe~rkara te~rse~but 

me~nggambarkan bahwa se~rti~fi ~kat dapat di~pe~rsoalkan apabi ~la data yuri~di~s di~ 

dalamnya ti ~dak se ~suai ~ de~ngan data fi~si~k di~ lapangan. Akan te~tapi~, pe~rmasalahan 

se~rti~fi~kat tanah ti~dak hanya te~rbatas pada ke ~ti~dakse~suai~an data fi ~si~k, me~lai~nkan 

juga dapat be~rupa pe~ne~rbi~tan dua se~rti~fi ~kat atau le~bi~h atas satu obje~k tanah yang 

sama (se~rti~fi~kat ganda). Hal i~ni~ te~rli~hat dalam Putusan Pe~ngadi ~lan Ne~ge~ri~ Ambon 

Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Ambon, di~ mana dua pi~hak sama-sama me~mi~li~ki~ 

se~rti~fi~kat atas tanah yang lokasi~nya i~de~nti~k. Dalam pe~rkara te~rse~but, pe ~nggugat 

me~ndali~lkan bahwa se~rti~fi~kat mi~li~knya te~rbi~t te~rle~bi~h dahulu se~hi~ngga harus 

di~akui~ se~bagai ~ yang sah, se~dangkan te~rgugat be~rpe~gang pada se~rti~fi~kat lai~n yang 

di~te~rbi~tkan ke~mudi~an ole~h Kantor Pe~rtanahan. Se~ngke~ta i~ni~ me~nunjukkan adanya 

ke~lalai~an admi~ni~strasi~ dalam prose~s pe~ndaftaran tanah yang di ~lakukan ole~h 

pe~jabat pe~rtanahan, se~hi~ngga me~nye~babkan tumpang ti ~ndi~h hak atas obje~k yang 

sama. Maje~li~s haki~m dalam pe~rkara te~rse~but me~mpe~rti~mbangkan asas pri~or 

te~mpore~ poti~or jure~ (si~apa yang le~bi~h dahulu me~mpe~role~h hak, di~a yang le~bi~h 

kuat), se~rta me~ni~lai~ bahwa Badan Pe~rtanahan Nasi~onal te~lah me~lakukan ke~lalai~an 

kare~na me~ne~rbi~tkan se~rti~fi~kat di~ atas tanah yang sudah me~mi~li~ki~ se~rti~fi~kat 

se~be~lumnya.7  

Pe~rbandi ~ngan antara ke~dua putusan te~rse~but me~nunjukkan bahwa 

se~rti~fi~kat tanah, me~ski~pun di~anggap se~bagai ~ alat bukti~ yang kuat, ti ~dak se~lalu 

me~mbe~ri~kan ke~pasti~an hukum yang absolut. Dalam Putusan PN Surabaya, 

                                                      
7 Pe~ngadi ~lan Ne ~ge ~ri~ Ambon, Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Ambon (2019), 22–24. 
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pe~rmasalahan muncul kare~na obje~k fi~si~k tanah ti~dak se~suai~ de~ngan data dalam 

se~rti~fi~kat aki~bat ke~salahan pe~ngukuran atau batas. Se~me~ntara dalam Putusan PN 

Ambon, pe~rmasalahan muncul kare~na adanya pe~ne~rbi~tan dua se~rti~fi~kat atas obje~k 

tanah yang sama, yang me~ni~mbulkan konfli~k ke~pe~mi~li~kan. Ke~dua kasus i~ni~ 

me~mi~li~ki~ ke~samaan dalam hal le~mahnya vali~di~tas data dan admi~ni~strasi~ 

pe~rtanahan, se~rta me~nunjukkan bahwa se~rti~fi ~kat ti~dak ke~bal te~rhadap gugatan 

apabi ~la te~rdapat cacat hukum. Pe~rbe~daannya te~rle~tak pada je~ni~s se~ngke~ta: PN 

Surabaya le~bi~h me~ne~kankan ke~ti~dakse~suai~an data fi ~si~k, se~dangkan PN Ambon 

me~nyoroti ~ se~rti~fi~kat ganda. Namun, dalam ke ~dua putusan te~rse~but, haki~m sama-

sama me~ne~gaskan bahwa se~rti~fi~kat hanya me ~mi~li~ki~ ke~kuatan pe~mbukti~an pri~ma 

faci ~e~ dan dapat di ~ke~sampi~ngkan apabi ~la te~rdapat bukti~ yang le~bi~h kuat yang 

me~nunjukkan ke~ti~dakse~suai~an atau cacat prose ~dural. 

  Mahkamah Agung dalam be~be~rapa putusannya me~ne~gaskan bahwa 

se~rti~fi~kat ti~dak me~mi~li~ki~ ke~kuatan absolut apabi~la te~rdapat bukti~ lai~n yang 

me~nunjukkan adanya cacat dalam prose~s pe~ne ~rbi~tan atau ke~ti~dakse~suai~an de~ngan 

kondi~si~ fi ~si~k. Hal i~ni~ te~rli~hat, mi~salnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 

2649 K/Pdt/2012, di~ mana se~rti~fi~kat di~nyatakan batal kare~na te~rbukti~ te~rjadi~ 

tumpang ti ~ndi~h de ~ngan bi~dang tanah lai ~n yang te~lah le~bi~h dahulu di ~kuasai~ ole~h 

pi~hak ke~ti~ga.8  Putusan-putusan se~pe~rti~ i~ni~ me~mpe~rli~hatkan bahwa dalam prakti~k 

pe~radi~lan, ke~pasti~an hukum se~rti~fi ~kat sangat be~rgantung pada ke~se~suai~an antara 

data yuri ~di~s dan data fi ~si~k. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Irawan Soerodjo 

yang menyatakan bahwa kepastian hukum dalam bidang pertanahan sangat 

                                                      
8 Mahkamah Agung Re ~publi~k I ~ndone ~si ~a, Putusan Nomor 2649 K/Pdt/2012 (2013), 7–8. 
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bergantung pada kesesuaian antara data yuridis dan data fisik, sehingga apabila 

terjadi ketidaksesuaian, maka perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat 

menjadi tidak maksimal.9 

Kondi~si~ i~ni~ me~mpe~rli~hatkan bahwa si ~ste~m pe~ndaftaran tanah di~ I~ndone~si~a 

masi~h me~nghadapi~ be~rbagai ~ pe~rsoalan se~ri~us, bai~k te~rkai~t prose~s pe~ngukuran dan 

pe~ncatatan data fi ~si~k maupun pe~ngawasan te~rhadap pe~ne~rbi~tan se~rti~fi~kat agar 

ti~dak te~rjadi~ dupli~kasi~ atau tumpang ti~ndi~h. Ti~dak adanya i ~nte~grasi ~ data yang kuat 

se~rta le~mahnya me~kani~sme~ ve~ri~fi~kasi~ lapangan me~ni~mbulkan ce~lah hukum yang 

dapat me~rugi ~kan masyarakat dan me~nurunkan ke~pe~rcayaan te~rhadap le~mbaga 

pe~rtanahan. De~ngan de~mi~ki~an, pe~nti~ng untuk me~lakukan kaji~an yuri ~di~s yang 

me~ndalam me~nge~nai ~ ke~kuatan hukum se~rti~fi~kat hak mi~li~k ke~ti~ka obje~knya ti ~dak 

se~suai~ de~ngan data fi~si~k di~ lapangan, se~kali~gus me~ni~njau ke~mbali~ tanggung jawab 

ne~gara dalam me~mbe~ri ~kan ke~pasti~an hukum bagi ~ pe~me~gang se~rti~fi~kat. 

Pe~ne~li~ti~an me~nge~nai~ ke~kuatan hukum se~rti~fi~kat hak mi~li~k yang obje~knya 

ti~dak se~suai~ de~ngan data fi~si~k di~ lapangan me ~njadi~ sangat pe~nti~ng. Pe~ne~li~ti~an i~ni~ 

di~harapkan dapat me~mbe~ri~kan anali~si~s yuri ~di~s yang kompre~he~nsi~f me~nge~nai~ 

bagai ~mana ke~dudukan se~rti~fi~kat dalam si~ste~m hukum I~ndone~si~a, apa aki~bat 

hukumnya ji ~ka te~rjadi ~ ke~ti~dakse~suai~an data, se~rta bagai ~mana me ~kani~sme~ 

pe~nye~le~sai~an yang te~rse~di~a, bai ~k me~lalui~ jalur admi~ni~strati~f di~ Badan Pe ~rtanahan 

Nasi~onal maupun me~lalui~ jalur li~ti~gasi ~ di~ pe~ngadi ~lan. 

 

                                                      
9 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia (Surabaya: LaksBang 

Mediatama, 2021), hlm. 89. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Be~ri~kut adalah be~be~rapa poi ~nt rumusan masalah yang bi ~sa ki~ta ambi~l 

dalam pe~ne~li~ti~an yang se~suai~ de~ngan judul di~atas, yai ~tu : 

1. Bagai ~mana ke~kuatan pembuktian se~rti~fi~kat hak mi~li~k penggugat (indra) atas 

tanah apabi ~la obje~knya ti~dak se~suai~ de~ngan data fi~si~k di~ lapangan pada studi 

kasus putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Sby? 

2. Bagai~mana upaya hukum yang di~lakukan ole~h pe~nggugat untuk me~nye ~le~sai~kan 

se~rti~fi~kat tanah hak mi ~li~k yang obje~knya ti ~dak se~suai~ de~ngan data fi~si~k di~ 

lapangan pada studi kasus putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Sby? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari ~ di~lakukannya pe~ne~li~ti~an i~ni~ adalah untuk me~nge~tahui~ 

hal-hal se~bagai ~ be ~ri~kut: 

1. Untuk me~nge~tahui~ kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah apabila 

objeknya tidak sesuai dengan data fisik di lapangan pada studi kasus putusan 

Nomor 409/Pdt.G/2023/PN Sby 

2. Me~ngi ~de~nti~fi~kasi~ upaya hukum untuk me ~nye ~le~sai~ se~rti~fi~kat tanah hak mi~li~k 

yang obje~knya ti ~dak se~suai~ de~ngan data fi~si~k di~ lapangan. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Ke~gunaan Te~ori~ti~s 

a. Hasi ~l pe~ne~li~ti~an i~ni~ sangat be~sar harapannya dapat di~gunakan se~bagai ~ bahan 

kaji~an untuk me ~nge~mbangkan be~rbagai ~ wawasan te~ntang hukum pe~rdata 

se~hi~ngga dapat me ~mbe~ri~kan kontri~busi~ dalam Pe~mbangunan i~lmu hukum pe~rdata. 

b. Hasi ~l pe~ne~li~ti~an i ~ni~ di~harapkan mampu dapat me~mbe~ri~kan kontri ~busi~ yang 

si~gni ~fi~kan te~rhadap pe~nge~mbangkan i ~lmu hukum khususnya dalam bi~dang hukum 

agrari ~a. 

2. Ke~gunaan Prakti ~s 

Se~cara prakti ~s, pe~ne~li~ti~an i~ni~ di~harapkan dapat me~mbe~ri ~kan manfaat langsung 

bagi ~ be~rbagai~ pi~hak yang te~rkai~t de~ngan pe~nye~le~nggaraan dan pe~ne~gakan hukum 

pe~rtanahan. 

a. Bagi ~ masyarakat, pe~ne~li~ti~an i~ni~ me~mbe~ri ~kan wawasan agar le~bi~h be~rhati~-hati~ 

dalam me~lakukan transaksi~ jual be~li~ tanah se~rta me~masti~kan ke~absahan dan 

ke~se~suai~an antara data se~rti~fi~kat de~ngan kondi~si~ fi~si~k di~ lapangan. De~ngan 

de~mi~ki~an, masyarakat dapat me~nghi ~ndari~ pote~nsi~ se~ngke~ta hukum yang 

me~rugi ~kan di~ ke~mudi~an hari~. 

b. Bagi ~ Badan Pe ~rtanahan Nasi ~onal (BPN), hasi~l pe~ne~li~ti~an i~ni~ dapat me~njadi~ 

bahan e~valuasi~ untuk me~ni~ngkatkan kuali~tas pe~layanan publi~k dalam pe~ndaftaran 

tanah, te~rutama dalam hal ke~akuratan pe~ngukuran, pe~ncatatan data fi ~si~k, dan 

pe~ne~gakan asas contradi~ctoi~re~ de~li~mi~tati~e~. Pe~ne~li~ti~an i~ni~ juga dapat me~njadi~ 
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acuan dalam me~rumuskan ke~bi~jakan yang me ~ndorong di ~gi ~tali~sasi~ dan pe~mbaruan 

data pe~rtanahan agar le~bi~h transparan dan akuntabe~l. 

c. Bagi ~ prakti ~si~ hukum dan le~mbaga pe~radi ~lan, pe~ne~li~ti~an i ~ni~ me~mbe~ri~kan 

pandangan yang le~bi~h kompre~he~nsi~f te~ntang dasar hukum dan ke~kuatan 

pe~mbukti~an se~rti~fi~kat dalam se~ngke~ta tanah. Haki~m, jaksa, advokat, maupun 

notari~s dapat me~nggunakan hasi ~l pe~ne~li~ti~an i~ni~ se~bagai~ rujukan dalam 

me~mpe~rti~mbangkan aspe~k yuri ~di~s suatu pe~rkara, khususnya yang be~rkai~tan 

de~ngan ke~ti~dakse~suai~an data se~rti~fi~kat tanah. 

d. Bagi ~ pe~me~ri~ntah dan pe~mbuat ke~bi~jakan, hasi ~l pe~ne~li~ti~an i~ni~ di~harapkan dapat 

me~njadi~ masukan dalam me~nyusun pe~raturan yang le~bi~h je~las dan konsi~ste~n 

me~nge~nai ~ tata cara pe~ndaftaran, pe~ngukuran, se~rta kore~ksi~ data pe~rtanahan. 

De~ngan de~mi~ki~an, pe~ne~li~ti~an i~ni~ ti~dak hanya be~rkontri~busi~ dalam ranah 

akade~mi~k, te~tapi~ juga me~mi~li~ki~ manfaat konkre~t dalam prakti ~k pe~nye~le~nggaraan 

hukum pe~rtanahan nasi ~onal. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Tabe~l 1. 1 Ke~asli~an Pe~ne~li~ti~an 

No. Judul  

Penelitian  

Sebelumnya 

Rumusan 

Masalah  

Penelitian  

Sebelumnya 

Isu Hukum  

Penelitian  

Sebelumnya 

Perbedaan  

dengan Tugas  

Akhir yang  

Diusulkan 

1. Ke~pe~mi~li~kan  

Tanah yang  

Be~rse~rti~fi~kat  

Ganda pada  

BPN Kota  

De~pok.  

(Safi~ra  

Fauzan Ni ~da  

UI~N Syari ~f  

Hi~dayatullah  

Jakarta 2020) 

1. Apa faktor 

faktor yang  

me~mpe~ngaruhi ~  

pe~laksanaan  

pe~nye~le~sai~an  

se~ngke~ta tanah  

be~rse~rti~fi~kat  

ganda di ~ BPN  

Kota De~pok? 

 

2. Bagai ~mana  

pe~nye~le~sai~an  

ke~pe~mi~li~kan  

tanah yang 

be~rse~rti~fi~kat  

ganda di ~ BPN  

Kota De~pok? 

Ke~ti~ka te~rjadi~  

se~rti~fi~kat ganda,  

bagai ~mana  

ke~dudukan hukum  

masi~ng-masi~ng  

se~rti~fi~kat,  

si~apa pe~mi~li~k  

yang sah, 

bagai ~mana 

tanggung  

jawab BPN. 

Skri~psi~  

se~be~lumnya  

fokus te~rhadap  

tumpang ti ~ndi~h  

se~rti~fi~kat, ada  

dua se~rti~fi ~kat  

di~ke~luarkan 

BPN  

untuk obje~k  

tanah yang 

sama.  

Se~dangkan 

tugas  

akhi~r fokus pada  

ke~salahan i~si~  

se~rti~fi~kat / data 

fi~si~k, satu  

se~rti~fi~kat, tapi~  

data fi ~si~k atau  

lokasi~ tanah di ~  

lapangan ti ~dak  

se~suai~ de~ngan  

yang te~rtuli~s  

dalam se~rti~fi~kat. 

2. Ke~kuatan  

Alat Bukti~  

Se~rti~fi~kat Hak 

Mi~li~k  

atas Tanah  

dalam Bukti ~  

Ke~pe~mi~li~kan  

Hak. 

(Bustaman &  

Agustiana. 

Jurnal  

Justi~ce~  

Aswaja 2021) 

1. Apakah 

se~rti~fi~kat hak  

mi~li~k se~lalu sah  

se~bagai~ bukti~  

ke~pe~mi~li~kan? 

 

2. Bagai ~mana 

ji~ka  

prose~dur 

pe~ne~rbi~tan  

cacat? 

Ke~kuatan  

hukum  

se~rti~fi~kat bi~sa  

gugur bi ~la  

di~te~mukan cacat  

admi~ni~strati~f  

atau  

prose~dural  

dalam  

pe~ne~rbi~tan. 

Pe~ne~li~ti~an i~ni~  

be~rfokus pada  

prose~s 

pe~ne~rbi~tan  

se~rti~fi~kat, 

se~dangkan tugas  

akhi~r me~mbahas  

obje~k se~rti~fi~kat  

yang ti ~dak 

se~suai~  

de~ngan fi~si~k  

tanah. 

3. Se~rti~fi~kat  1. Bagai ~manakah  Apakah  Pe~ne~li~ti~an i~ni~  
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Ganda Hak  

Atas Tanah 

(Studi~ Kasus  

di~  

Pe~ngadi ~lan  

Tata Usaha  

Ne~gara  

Makassar).  

(Syamsul  

Ri~jal UI~N  

Alauddi~n  

Makassar 

2019) 

ke~te~ntuan hukum 

te~rhadap surat-

surat hak atas 

tanah?  

 

2. Se~jauh  

manakah  

pe~laksanaan  

pe~raturan  

hukum atas  

pe~langgaran  

surat-surat  

tanah  

(se~rti~fi~kat  

ganda) di ~  

PTUN  

Makassar? 

pe~ne~rbi~tan  

se~rti~fi~kat ganda  

te~rmasuk  

pe~langgaran  

te~rhadap  

ke~te~ntuan  

hukum  

pe~rtanahan?  

Apakah  

pe~ne~rbi~tan  

se~rti~fi~kat  

ganda  

te~rmasuk  

pe~langgaran  

te~rhadap  

ke~te~ntuan  

hukum  

pe~rtanahan? 

be~rfokus pada  

pe~nye~bab 

pe~ne~rbi~tan  

se~rti~fi~kat   

dan cara  

pe~nye~le~sai~annya  

dalam domai~n  

admi~ni~strasi~  

pe~rtanahan di ~  

BPN Grobogan. 

Se~dangkan 

tugas  

akhi~r fokus pada  

ke~salahan i~si~  

se~rti~fi~kat /data  

fi~si~k atau lokasi~  

tanah di~ 

lapangan  

ti~dak se~suai~  

de~ngan yang  

te~rtuli~s dalam  

se~rti~fi~kat. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Pe~ne~li~ti~an hukum me~rupakan suatu ke ~gi ~atan i~lmi~ah yang di ~dasarkan pada 

me~tode~, si~ste~mati~ka, dan pe~mi~ki~tan te~rte~ntu, yang be~rtujuan untuk me~mpe~lajari~ 

satu atau be~be~rapa ge~jala hukum te~rte~ntu de~ngan me~nganali ~si~snya, ke~cuali~ i~tu, 

juga di ~adakan pe~me~ri~ksaan yang me~ndalam te ~rhadap fakta hukum te~rse~but untuk 

ke~mudi~an me~ngusahakan suatu pe~me~cahan atas pe~rmasalahan-pe~rmasalahan yang 

ti~mbul di~dalam ge ~jala yang be~rsangkutan.10 

1.6.1 Je~ni~s Pe~ne~li~ti~an 

Pe~ne~li~ti~an i ~ni~ me~nggunakan me~tode~ hukum normati~f, yai ~tu pe~nde~katan 

yang me~ni~ti~kbe~ratkan pada kaji ~an te~rhadap norma-norma hukum posi ~ti~f yang 

                                                      
10 Zai ~nuddi~n Ali ~, Me ~tode~ Pe~ne~li~ti~an Hukum (Si~nar Grafi~ka, 2021), 14. 
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be~rlaku, bai ~k be ~rupa pe~raturan pe~rundang-undangan, asas hukum, maupun 

doktri~n dalam i~lmu hukum. Fokus utama dari ~ pe~nde~katan i ~ni~ adalah untuk 

me~nganali ~si~s pe~rmasalahan hukum be~rdasarkan bahan hukum yang be~rsi~fat 

normati~f, bukan ssme~lalui~ obse~rvasi ~ lapangan atau data e~mpi~ri~s. Dalam konte~ks 

pe~ne~li~ti~an i~ni~, pe~nde~katan yuri ~di~s normati~f di~lakukan untuk me~ngkaji~ dan 

me~ne~laah konstruksi ~ te~rkai~t ke~pasti~an hukum me~nge~nai~ status ke~pe~mi~li~kan tanah 

me~njadi~ hal yang e~se~nsi~al me~lalui~ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 te~ntang 

Pe~raturan Dasar Pokok-Pokok Agrari ~a (UUPA) te~lah me~mbe~ri~kan dasar hukum 

yang kuat me~nge ~nai~ hak atas tanah, salah satunya Hak Mi ~li~k yang di ~anggap 

se~bagai~ hak yang pali~ng kuat dan pe~nuh di~bandi~ngkan de~ngan hak-hak atas tanah 

lai~nnya. Untuk me~njami~n ke~pasti~an hukum, se~ti~ap hak atas tanah di~daftarkan dan 

di~te~rbi~tkan se~rti~fi~kat ole~h Badan Pe~rtanahan Nasi~onal (BPN) se~bagai~ alat bukti~ 

ote~nti~k.  

1.6.2 Pe~nde~katan Pe~ne~li~ti~an 

Dalam pe~ne~li~ti~an hukum te~rdapat be~be~rapa pe~nde~katan untuk 

me~mpe~role~h i~nformasi ~ dari~ be~rbagai ~ aspe~k me~nge~nai~ i~su yang se~dang di~cari ~ 

jawabannya. Adapun je~ni~s pe~nde~katan yang di ~i~mple~me~ntasi~kan dalam pe~ne~li~ti~an 

i~ni~ yai ~tu :  

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

isu hukum yang diteliti. Dalam praktiknya, peneliti akan mengkaji undang-
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undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan pelaksana lainnya untuk 

menjawab permasalahan hukum.11 

Dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu 

penelitian yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah telah 

diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak 

pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, 

KUHPerdata Pasal 584-620 mengenai hak milik dan peralihannya, serta peraturan 

perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi 

putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan tetap.12 

1.6.3 Sumbe~r Bahan Hukum 

Sumbe~r data yang di~gunakan dalam pe~ne~li~ti~an i~ni~ adalah bahan hukum 

atau bahan pustakan. Adapun bahan hukum yang di~gunakan : 

a. Bahan Hukum Pri ~me~r 

Bahan hukum pri~me~r yai ~tu bahan hukum yang di ~gunakan dalam 

pe~ne~li~ti~an dalam pe~ne~li~ti~an i~ni~ di~antaranya : 

                                                      
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 

hlm. 93. 
 
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 

hlm. 93. 
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UUD 1945. 

1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 te~ntang UUPA. 

2) Pe~raturan Me~nte~ri~ Agrari ~a dan Tata Ruang/Ke~pala Badan Pe ~rtanahan 

Nasi~onal Nomor 21 Tahun 2020. 

3) Pe~raturan Pe~me~ri~ntah No. 24 Tahun 1997 te~ntang Pe~ndaftaran Tanah 

te~lah di~pe~rbarui ~ de~ngan Pe~raturan Pe~me~ri~ntah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 

te~ntang hak pe~nge~lolaan, hak atas tanah, satuan rumusan susun, dan 

pe~ndaftaran tanah. 

4) Ki~tab Undang-Undang Hukum Pe~rdata. 

5) Pe~raturan Ke~pala Badan Pe~rtanahan Nasi ~onal Re~publi~k I~ndone~si~a 

Nomor 1 Tahun 2010. 

b. Bahan Hukum Se~kunde~r 

Bahan hukum se~kunde~r adalah bahan hukum yang me~mbantu dan 

me~mpe~rkuat bahan hukum pri~me~r untuk me~mbe~ri~kan pe~nje~lasan me~nge~nai~ bahan 

hukum pri~me~r yang ada se~hi~ngga dapat di~lakukan anali~sa se~rta pe~mahaman yang 

le~bi~h me~ndalam.  

Bahan hukum se~kunde~r yang di ~gunakan dalam pe~nuli~san pe~ne~li~ti~an i ~ni~ 

di~jadi~kan se~bagai ~ bahan hukum yang ti ~dak me~ngi ~kat akan te~tapi~ me~rupakan 

bahan hukum yang dapat me~nje~laskan bahan hukum pri~me~r yang me~li~puti~ : 

1) Pe~nje~lasan undang-undang, studi ~ ke~pustakaan, li~te~ratur, jurnal, dan 

arti~ke~l yang be~rkai~tan de~ngan pe~ne~li~ti~an, 
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2) Pe~ndapat para ahli ~ se~rta hasi~l-hasi~l dari~ pe~ne~li~ti~an te~rdahulu yang 

be~rkai~tan de~ngan pe~ne~li~ti~an i~ni~. 

1.6.4 Te~kni~k Pe~ngumpulan Bahan Hukum 

Te~kni~k pe~ngumpulan bahan hukum yang di ~gunakan dalam pe~ne~li~ti~an i~ni~ 

yai ~tu me~nggunakan me~tode~, yai ~tu : 

Studi~ Ke~pustakaan (Li ~brary Re~se~arch), Studi ~ Ke~pustakaan atau Studi~ 

Dokume~n adalah alat pe~ngumpulan bahan yang di~lakukan me~lalui~ bahan hukum 

te~rtuli~s de~ngan me~nggunakan conte~nt anali ~si~s. Kare~na dalam pe~ne~li~ti~an i ~ni~ 

pe~ne~li~ti~ me~nggunakan pe~nde~katan pe~rundang-undangan maka hal yang pe~rtama 

yang di ~lakukan dalam rangka pe~ngumpulan bahan-bahan hukum yai ~tu me~ncari~ 

pe~raturan pe~rundang-undangan yang me~ngkaji ~ i~su yang di ~bahas.13  

Te~kni~k i~ni~ be~rguna untuk me~ndapatkan suatu landasan te~ori~ yai ~tu de~ngan 

me~ngkaji ~ dan me ~mpe~lajari~ pe~raturan pe~rundang-undangan, buku-buku, jurnal, 

dan pe~ne~li~ti~an lai~nnya yang be~rkai ~tan de~ngan te~ma yang akan di ~tuli~s ole~h 

pe~nuli~s. 

1.6.5 Anali ~si~s Bahan Hukum 

 Anali~si~s bahan hukum dalam pe~ne~li~ti~an i~ni~ di~lakukan de~ngan 

me~nggunakan me ~tode~ i~nte~rpre~tasi~ pre~skri~pti~f, yai ~tu me~nafsi~rkan norma-norma 

hukum yang te~rdapat dalam pe~raturan pe~rundang-undangan, asas-asas hukum 

agrari ~a, doktri~n para ahli~, se~rta putusan pe~ngadi~lan untuk ke~mudi~an me~mbe~ri~kan 

pe~ni~lai~an dan me~rumuskan pre~skri~psi~ (re~kome~ndasi~ normati~f) me~nge~nai ~ 

                                                      
13 Marzuki ~, Pe~ne~li~ti ~an Hukum: E~di~si~ Re~vi~si ~, 21. 
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bagai ~mana hukum se~harusnya di ~te~rapkan dalam kasus se~rti~fi~kat hak mi~li~k yang 

obje~knya ti ~dak se ~suai~ me~nde~skri~psi~kan i~si~ norma se~cara te~kstual, te~tapi~ juga 

me~nafsi~rkan makna dan tujuan pe~mbe~ntuk undang-undang (i ~nte~rpre~tasi~ 

gramati~kal, si~ste~mati~s, dan te~le~ologi ~s), me~ni~lai~ ke~se~suai~an pe~ne~rapan hukum 

dalam putusan haki~m, se~rta me~nawarkan solusi~ hukum yang i ~de~al de~mi~ 

te~rcapai ~nya ke~pasti~an hukum dan pe~rli~ndungan hukum bagi ~ pe~me~gang hak atas 

tanah. 

 

 

 

 

 




